MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 210 K/30/MEM/2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL NOMOR 154 K/30/MEM/2019 TENTANG
PEDOMAN PENGENAAN DENDA ADMINISTRATIF KETERLAMBATAN
PEMBANGUNAN FASILITAS PEMURNIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa  dalam rangka  mendukung  kelancaran
pelaksanaan penempatan  jaminan kesungguhan
pembangunan fasilitas pemurnian oleh pemegang Izin
Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi Mineral
Logam, lIzin Usaha Pertambangan Operasi Produksi
Mineral Logam, dan Izin Usaha Pertambangan Operasi
Produksi  khusus untuk  pengolahan dan/atau
pemurnian, perlu  melakukan penyesuaian atas
ketentuan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral Nomor 154 K/30/MEM/2019 tentang
Pedoman Pengenaan Denda Administratif Keterlambatan
Pembangunan Fasilitas Pemurnian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang
Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral Nomor 154 K/30/MEM/2019 tentang
Pedoman Pengenaan Denda Administratif Keterlambatan

Pembangunan Fasilitas Pemurnian:



Mengingat

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan
Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6186);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5142);

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan
atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 289);

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
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Peraturan  Menteri  Perdagangan Nomor 01/M-
DAG/PER/1/2017 tentang Ketentuan Ekspor Produk
Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 137);
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan
Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan
Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 354);
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan
Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi
dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018
tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan
Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 984);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017
tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja
Lingkup Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1727);
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 154 K/30/MEM/2019 tanggal 26 Agustus 2019
tentang Pedoman Pengenaan Denda Administrasi

Keterlambatan Pembangunan Fasilitas Pemurnian.
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MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR
154 K/30/MEM/2019 TENTANG PEDOMAN PENGENAAN
DENDA ADMINISTRATIF KETERLAMBATAN PEMBANGUNAN
FASILITAS PEMURNIAN.

Pasal I

Ketentuan Diktum KETUJUH dalam Keputusan Menteri
Energi dan Sumber Daya  Mineral Nomor 154
K/30/MEM/2019 tanggal 26 Agustus 2019 tentang Pedoman
Pengenaan Denda Administratif Keterlambatan Pembangunan
Fasilitas Pemurnian diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

KETUJUH : Dalam rangka mendorong terbangunnya
fasilitas pemurnian di dalam negeri serta
menjamin terpenuhinya pembayaran denda
administratif apabila pemegang IUPK Operasi
Produksi Mineral Logam, IUP Operasi Produksi
Mineral Logam, dan IUP Operasi Produksi
khusus untuk pengolahan dan/atau
pemurnian tidak mencapai persentase
kemajuan fisik pembangunan fasilitas
pemurnian paling sedikit 90% (sembilan puluh
persen):

a. pemegang IUPK Operasi Produksi Mineral
logam, IUP Operasi Produksi Mineral
logam, dan [UP Operasi Produksi khusus
untuk pengolahan dan/atau pemurnian
wajib menempatkan jaminan kesungguhan
pembangunan fasilitas pemurnian sebesar
5% (lima persen) dari volume produk
pertambangan yang dijual ke luar negeri
dalam setiap pengapalan dikalikan harga

Patokan Ekspor (HPE);
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jaminan kesungguhan pembangunan
fasilitas Pemurnian sebagaimana dimaksud
pada huruf a ditempatkan pada Bank
Pemerintah atas nama Direktur Jenderal
Mineral dan Batubara qq pemegang IUPK
Operasi Produksi Mineral Logam, IUP
Operasi Produksi Mineral Logam, dan IUP
Operasi Produksi khusus untuk
pengolahan dan/atau pemurnian dalam
bentuk rekening bersama (escrow account)
sesuai dengan ketentuan  peraturan
perundang-undangan dan disetorkan di
muka sebelum produk pertambangan yang
dijual ke luar negeri berada di atas moda
pengangkutan;

jaminan  kesungguhan  pembangunan
fasilitas Pemurnian sebagaimana dimaksud
pada huruf a hanya dapat dicairkan oleh
pemegang [UPK Operasi Produksi Mineral
Logam, IUP Operasi Produksi Mineral
Logam, dan IUP Operasi Produksi khusus
untuk pengolahan dan/atau pemurnian
apabila persentase kemajuan fisik
pembangunan fasilitas pemurnian telah
mencapai paling sedikit 75% (tujuh puluh
lima persen) dari seluruh rencana
pembangunan fasilitas Pemurnian di
dalam negeri yang telah diverifikasi oleh
verifikator; dan

Jaminan  kesungguhan  pembangunan

fasilitas Pemurnian sebagaimana dimaksud
pada huruf a dapat dicairkan oleh Direktur
Jenderal atas nama Menteri untuk
disetorkan ke kas negara melalui bank
persepsi menjadi Penerimaan Negara
Bukan Pajak, apabila pada tanggal 11
Januari 2022 pemegang I[UPK Operasi
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Produksi Mineral logam, IUP Operasi
Produksi Mineral logam, dan IUP Operasi
Produksi khusus untuk pengolahan
dan/atau pemurnian tidak mencapai
persentase kemajuan fisik pembangunan
fasilitas pemurnian paling sedikit 75%
(tujuh puluh lima persen) dari seluruh
rencana pembangunan fasilitas Pemurnian
di dalam negeri yang telah diverifikasi oleh
verifikator tanpa menghilangkan kewajiban
pemegang [UPK Operasi Produksi Mineral
Logam, IUP Operasi Produksi Mineral
Logam, dan IUP Operasi Produksi khusus
untuk pengolahan dan/atau pemurnian
untuk membayar denda administratif.

jaminan  kesungguhan  pembangunan
fasilitas Pemurnian sebagaimana dimaksud
pada huruf a dapat dicairkan oleh Direktur
Jenderal atas nama Menteri untuk
disetorkan ke kas negara melalui bank
persepsi menjadi Penerimaan Negara
Bukan Pajak, apabila pemegang IUPK
Operasi Produksi Mineral Logam, IUP
Operasi Produksi Mineral Logam, dan IUP
Operasi Produksi khusus untuk
pengolahan dan/atau pemurnian
dikenakan sanksi administratif berupa
pencabutan izin sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEENAM tanpa
menghilangkan kewajiban pemegang IUPK
Operasi Produksi Mineral Logam, IUP
Operasi Produksi Mineral Logam, dan IUP
Operasi Produksi khusus untuk
pengolahan dan/atau pemurnian untuk

membayar denda administratif.
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Pasal II

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Oktober 2019

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

tLid

IGNASIUS JONAN

Tembusan:

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Menteri Keuangan

Menteri Perdagangan

Menteri Dalam Negeri

Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

PN e e e

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEPALA BIRO HUKUM/
5N\0




